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ABSTRAK 

ANALISIS STANDARD COST MODEL (SCM) TERKAIT PENERAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK 
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA 

ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN 
BRUTO TERTENTU TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DI SEKTOR 

USAHA MIKRO DAN KECIL 

Anak Agung Made Desni Sensini 

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera 

Email: agung.desni@jentera.ac.id  

Wajib pajak badan pada sektor usaha mikro dan kecil dengan jumlah peredaran bruto 
tidak melebihi Rp4.800.0000.000,- dalam satu tahun pajak memiliki kewajiban 
pembayaran pajak penghasilan final 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari 
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 
Tertentu (PP 23/2018). Namun, penerapan skema PPh final ini belum mendukung 
pelaksanaan sistem self-assesment sehingga diperlukan perhitungan beban administratif 
menggunakan metode Standard Cost Model dan usulan penyederhanaan prosedur dalam 
memenuhi ketentuan PP tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
tipologi metode normatif yuridis serta dukungan pendekatan dari disiplin ilmu lain untuk 
mengevaluasi peraturan. Hasil studi menunjukkan bahwa total beban administratif yang 
dikeluarkan 1.500.200 (satu juta lima ratus ribu dua ratus) unit usaha mikro dan kecil 
sebagai populasi yang terdampak PP 23/2018 dalam memenuhi PP 23/2018 yakni 
Rp31.648.354.218.000,-. Sementara itu, melalui usulan penyederhanaan beban 
administratif yang dikeluarkan hanya sebesar Rp16.195.529.116.000,- dengan frekuensi 
satu tahun pajak. Beban administratif dapat diturunkan dengan menghilangkan sejumlah 
dokumen repetitif diantaranya yakni: dokumen yang berkaitan dengan identitas 
perseroan dan pengurus perseroan, Surat Keterangan UMK, dokumen bukti pembayaran 
pajak, notifikasi penyelenggaraan pencatatan, mengadopsi sistem automatic tax system, 
meniadakan konfirmasi pajak dan Surat Keterangan Fiskal. Usulan penyederhanaan 
prosedur ini berpotensi dapat menghemat beban administratif sebesar 49%.  

Kata Kunci: SCM, Wajib Pajak, UMK, Pajak Penghasilan Final. 
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ABSTRACT 

STANDARD COST MODEL (SCM) ANALYSIS RELATED TO THE 
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 OF 

2018 CONCERNING INCOME TAX FROM BUSINESS REVENUE 
OBTAINED BY TAXPAYER WHICH HAVE CERTAIN GROSS TURNOVER 

ON THE MICRO AND SMALL-SCALE ENTERPRISES 
Anak Agung Made Desni Sensini 

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera 

Email: agung.desni@jentera.ac.id  

Micro and small-scale enterprises taxpayer with a gross turnover not exceeding 
Rp4.800.0000.000,-  have an obligation to pay a final income tax of 0.5% based on  
Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax From Business 
Revenue Obtained By Taxpayer Which Have Certain Gross Turnover On The Micro 
And Small-Scale Enterprises (GR 23/2018). However, the application of this final tax 
scheme does not support the implementation of the self-assessment system, so it is 
necessary to measure administrative burden using the Standard Cost Model method and 
to propose simplification of procedures in complying to GR 23/2018. This study uses a 
qualitative approach with a typology of juridical normative methods and cross-
disciplinary to evaluate regulations.  The result shows that the total administrative burden 
incurred by 1.500.200  units of MSE (as the population affected by PP 23/2018) to 
comply to GR 23/2018 is Rp31.648.354.218.000,-. While, through the proposed 
simplification of administrative expenses, the potential amount incurred is about Rp. 
Rp16.195.529.116.000,- within the frequency of one tax year. The administrative burden 
can be reduced by eliminating repetitive documents submitted which include: documents 
relating to the identity of the company and company management, Certificate of UMK, 
proof of tax payment, notification to the tax authority, adopting the automatic tax system, 
eliminating tax confirmations and Fiscal Certificates. The administrative burden 
potentially can be reduced by 49% through simplification of procedures in complying to 
GR 23/2018. 

Keywords: SCM, Taxpayer, MSE, Final Income Tax. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang  
Indonesia memiliki regulasi yang mengatur mengenai kriteria Usaha Mikro dan 

Kecil (UMK) yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 

Cipta Kerja) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK).  UU Cipta Kerja itu mengubah kriteria 

UMK dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah tersebut mengatur kriteria usaha mikro yang mengacu pada kekayaan bersih 

paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan serta hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta 

rupiah).1 Sementara, kriteria usaha kecil dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari 

banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan serta hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).2 

Setelah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (PP 7/2021) bahwa kriteria UMK dilihat dari. Pertama, kriteria 

UMK dapat memuat modal usaha, omzet, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, 

insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau 

jumlah tenaga kerja berdasarkan sektor usaha.3  

Kedua, kriteria UMK dapat dilihat dari modal usaha atau hasil penjualan 

tahunan. Kriteria modal usaha mikro yakni paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu 

 
1 Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.. 
2 Ibid. 
3 Lihat Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. 



2 
 

miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sementara usaha kecil 

memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha.4 Sementara, kriteria mengenai hasil penjualan tahunan yakni usaha mikro 

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) 

dan usaha kecil dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua 

miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).5  

Ketiga, pada PP 7/2021 terdapat kriteria mengenai perusahaan yang memenuhi 

kriteria sebagai UMK, yakni perseroan terbatas yang dapat didirikan oleh dua orang 

atau lebih, bahkan dapat didirikan oleh satu orang saja dengan melengkapi pernyataan 

pendirian secara elektronik.6 UMK tersebut juga memiliki kewajiban untuk membuat 

laporan keuangan dan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

dengan memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan 

keuangan tahun berjalan.7 Apabila UMK tidak menyampaikan laporan keuangan akan 

mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan, atau 

pencabutan status badan hukum.8 Adanya kewajiban penyampaian laporan keuangan 

akan memudahkan publik untuk mengetahui kepatuhan pelaku UMK terhadap regulasi, 

termasuk regulasi yang memuat klausul pajak. 

Terkait dengan klausul subjek pajak UMK diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang 

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 

23/2018) bahwa kriteria UMK dilihat berdasarkan jumlah peredaran bruto yang tidak 

melebihi Rp4.800.0000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Terminologi 

subjek pajak UMK tidak disebutkan dalam undang-undang pajak penghasilan (UU No. 

10 Tahun 1994), namun dalam perubahannya pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

 
4 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
5 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
6 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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2008 mulai mengenal terminologi subjek pajak UMK dengan menyebutkan kalimat 

orang pribadi sebagai pengusaha.9 

Selain itu, pada kondisi pandemi COVID-19 pemerintah juga menerbitkan 

regulasi yang di dalamnya memuat soal pajak yakni Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 

(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bahwa  terdapat kebijakan 

perpajakan yakni pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan 

kewajiban pajak serta penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam 

negeri yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 

tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 

2019 bahwa UMK dengan kriteria penghasilan di bawah Rp4.800.000.000,- (empat 

miliar delapan ratus juta rupiah) mendapatkan fasilitas insentif pajak penghasilan final 

(PPh final) 0,5%. Insentif PPh final yang diberikan yakni PPh final yang seharusnya 

terutang akan ditanggung oleh pemerintah dengan kewajiban pelaku UMK menyerahkan 

salinan Surat Keterangan kepada pihak pemotong/pemungut pajak serta penerima 

insentif PPh final harus menyampaikan laporan realisasi insentif melalui laman DJP 

Online, informasi tersebut mengenai jumlah PPh final yang terutang serta pajak 

penghasilan terutang dari transaksi dengan pihak pemotong/pemungut pajak.10 

UMK pun memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena 

terdapat interaksi langsung antara pelaku usaha dan pasar untuk meraih pendapatan yang 

lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, dan akses terhadap keuangan.11 Data Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa pada tahun 2018 UMK 

menyumbangkan Rp8.573,9.000.000.000,- terhadap produk domestik bruto (PDB 

 
9 UMK
DDTCNews.co.Ibid, 11 Agustus 2020, diakses 05 November 2020, https://news.ddtc.co.Ibid/menjawab-tantangan-
memajaki-UMK-ini-masukan-para-akademisi-23033. 
10 UMK 
DDTCNews.co.Ibid, 08 Februari 2021, diakses 15 Maret 2021, https://news.ddtc.co.Ibid/diperpanjang-6-bulan-ini-
ketentuan-pajak-UMK-ditanggung-pemerintah-27594?page_y=906. 
11 endorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Program-Program Berbasis 
Knowledge Management Jurnal Dinamika Ekonomi Vol (1) Nomor.1, Juli 2008, hlm.30. 
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Indonesia) atas harga berlaku dan dari sisi penyerapan tenaga kerja, UMK mampu 

mempekerjakan sebanyak 116.978.631 tenaga kerja atau mencapai 97% dari total tenaga 

kerja Indonesia.12 

Melihat perkembangan UMK tersebut, pemerintah berupaya mendorong 

perkembangan UMK dengan cara memberikan keringanan biaya perizinan, 

menyederhanakan proses perizinan melalui online single submission, penggunaan 

pembayaran non-tunai, mendorong UMK untuk melantai di Bursa Efek Indonesia 

melalui ketentuan pencatatan saham di papan akselerasi, hingga kemudahan pembayaran 

pajak.13 Akan tetapi, perkembangan UMK tersebut tidak diikuti dengan kepatuhan pajak 

yang tinggi dan UMK termasuk sektor yang sulit dipajaki (hard-to-tax sector) karena 

aktivitas ekonomi pelaku UMK sulit dideteksi oleh otoritas pajak, pelaku UMK 

melakukan tax ghost atau dalam sistem pajak diartikan sebagai individual atau pelaku 

usaha yang memiliki pendapatan namun tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 

Tahunan (tax returns), kompleksitas administrasi pajak untuk pelaku usaha UMK, sanksi 

administrasi pajak yang tidak proposional, biaya kepatuhan yang tinggi dibandingkan 

manfaat yang diperoleh pelaku UMK.14 Fenomena tersebut mengakibatkan suatu negara 

dapat kehilangan penerimaan pajak dan membuat pekerja di sektor formal, badan usaha 

yang patuh terhadap aturan pajak akan membayar pajak yang lebih tinggi sebagai 

kompensasi untuk menutup short fall dari pajak yang tidak berhasil dipungut oleh 

otoritas pajak.15  

Mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak, UMK ini 

memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi ketentuan PP 23/2018 mengenai PPh final. 

PPh final ini bukan jenis pajak baru yang memiliki sifat dan karakterisik yang berbeda, 

PPh final hanya sebuah sistem penyetoran/pembayaran pajak yang melibatkan pihak 

 
12 Databoks Katadata, 20 Mei 
2020, https://databoks.katadata.co.Ibid/datapublish/2020/05/20/berapa-sumbangan-UMK-terhadap-perekonomian-
indonesia, diakses 25 Juli 2021. 

13 UMK Economy.okezone.com, 08 Oktober 2020, 
https://economy.okezone.com/read/2020/10/08/455/2290304/4-kemudahan-koperasi-dan-UMK-dalam-uu-ciptaker, 
diakses 22 November 2020. 
14 International Bureau of Fiscal Documentation 
Journal Edisi 17 (September 2018):4. 
15 Ibid. 
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ketiga sebagai pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak ketika pelaku 

usaha mendapatkan penghasilan dan PPh final memiliki karakteristik yakni memiliki 

tarif pajak khusus yang berbeda dengan tarif pajak umum.16 Tidak ada definisi yang rigid 

mengenai PPh final, akan tetapi penerapan pajak penghasilan final tidak lepas dari 

konsep pajak penghasilan yang di dalamnya terdapat empat konsep yakni penerapan 

sistem pajak schedular taxation dan ring fencing serta withholding tax dan presumptive 

tax.17 

Pendekatan ekonomi tradisional untuk menganalisis lemahnya pemenuhan atas 

kewajiban hukum tersebut belum berhasil menjelaskan ketidakpatuhan pajak yang 

terjadi, otoritas pajak harus dapat mengembangkan sistem atau metode untuk mendeteksi 

penghasilan yang diraih dalam shadow economy dengan cara diperlukan perluasan basis 

data untuk mendeteksi shadow economy, memanfaatkan pertukaran data, identifikasi 

dan melakukan riset mengenai best practice, meminimalkan penggunaan uang tunai 

tanpa kuitansi yang dicatat secara elektronik, serta mengukur dampak dilakukannya 

suatu kebijakan.18  

Adapun cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi penghasilan yang diraih 

dalam shadow economy yakni: Pertama, mencatatkan secara formal UMK dengan cara 

mendorong kemudahan berusaha dalam membentuk Perseroan Terbatas yang sesuai 

dengan karakteristik UMK, apabila UMK berbentuk usaha formal akan mendapatkan 

akses pembiayaan, profit yang lebih baik, dan berdampak pada penerimaan pajak, 

wacana tersebut telah muncul pada aspek pendirian  Perseroan Terbatas (PT) berbentuk  

perorangan yang tertuang dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja bahwa Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh satu orang dilengkapi dengan surat 

pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia tanpa biaya, karakteristik Perseroan Terbatas (PT) berbentuk  

perorangan atau Single-Member Private Limited Liability Company telah diterapkan di 

 
16 Darussalam, Septriadi dan Dhora, Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax, 
2020), hlm. 451 
17 Ibid. 
18 International Bureau of Fiscal Documentation 
Journal Edisi 17 (September 2018):4. 
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beberapa negara yakni Britania Raya (United Kingdom), Uni Eropa, Malaysia, dan 

Singapura.19  

Kedua, menciptakan sistem perpajakan yang sesuai dengan karakteristik UMK 

tanpa menimbulkan biaya kepatuhan dan biaya administratif yang tinggi. Hal itu menjadi 

tantangan sebab dalam memenuhi kewajiban perpajakan UMK tidak hanya 

mengeluarkan direct cost of taxes, sistem pajak juga membebankan biaya kepada wajib 

pajak termasuk usaha kecil dan mikro untuk mematuhi regulasi perpajakan.20 Bahkan 

biaya kepatuhan pajak (tax compliance cost) cenderung membebankan beban yang lebih 

tinggi pada usaha kecil dan mikro dibandingkan usaha besar yang bisa mendapatkan 

keuntungan dari mematuhi aturan pajak, biaya kepatuhan pajak ini dapat mempengaruhi 

margin yang diperoleh pelaku usaha kecil.21 Hal tersebut senada dengan tujuan untuk 

membuat regulasi yang baik yakni meminimalisir beban administratif dalam melakukan 

bisnis, mengukur beban administratif adalah kunci utama dalam meminimalisir beban 

administratif yang timbul untuk mematuhi suatu peraturan dalam menjalankan bisnis.22 

Berkaca pada hal tersebut, diperlukan penghitungan administrative burden yang 

dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dalam mematuhi ketentuan pajak sesuai PP 

23/2018. Untuk mematuhi ketentuan pajak tersebut, terdapat perbedaan prosedur yang 

harus dilakukan antara wajib pajak badan UMK dan wajib pajak orang pribadi UMK. 

Pada penelitian ini penghitungan administrative burden hanya mencakup wajib pajak 

badan UMK karena terdapat 213.000 wajib pajak badan UMK yang menggunakan 

skema PPh final 0,5%.23 Penggunaan skema PPh 0,5% bagi wajib pajak badan UMK 

mengalami kendala dalam pendataan laporan keuangan, pembayaran pajak, dan 

 
19 
Gagasan Pen Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan 
Hukum Nasional Volume 7 Nomor 3, (Desember 2018):455. 
20 Organization for Economic Cooperation and Development Tax Policy Studies, Taxation of SMEs in OECD and 
G20 Countries, (Paris: OECD Publishing, 2015), hlm.90. 
21 Ibid. 
22 Organization for Economic Cooperation and Development, International Standard Cost Model, (Paris: OECD 
Publishing, 2014), hlm. 2-10. 
23 UMK yang Sudah Pakai Tarif P DDTCNews, 06 Agustus 2019, 
diakses 19 Juni 2021m https://news.ddtc.co.Ibid/ini-jumlah-UMK-yang-sudah-pakai-tarif-pph-final-05-
16658?page_y=997.  
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administrasi pajak belum mendukung sistem self-assesment.24 Maka dari itu, perlunya 

penghitungan administrative burden karena banyaknya kewajiban pajak yang harus 

dipenuhi oleh wajib pajak badan, ketentuan hukum perpajakan yang kerap berubah, 

kompleksitas sistem perpajakan, terdapat perbedaan administrasi pajak (antara nasional 

dan subnasional), kesulitan melakukan interpretasi hukum pajak yang kurang jelas, 

banyaknya deadline pembayaran pajak dalam satu tahun pajak, waktu yang dihabiskan 

oleh konsultan pajak eksternal dalam mematuhi ketentuan perpajakan, serta prosedur 

untuk melakukan registrasi pajak yang panjang.25  

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur beban administratif 

yang dikeluarkan pelaku usaha dalam mematuhi satu regulasi atau keseluruhan regulasi 

yakni Standard Cost Model (SCM). SCM digunakan untuk melakukan kuantifikasi atas 

kegiatan administratif yang dilakukan pelaku usaha dan tidak memperhitungkan 

mandatory cost misalnya biaya pajak terutang, biaya perpanjangan merek, dan biaya 

pengurusan izin.26 Setelah mengetahui beban administratif yang dikeluarkan, maka 

diperlukan simplifikasi (penyederhanaan) administrasi pajak yaitu untuk mengurangi 

beban administratif dan kepatuhan, membuat wajib pajak untuk patuh pada sistem 

perpajakan, dan meningkatkan layanan publik.27  

Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian terkait Analisis Standard 

Cost Model (SCM) Terkait Penerapan PP 23/2018 terhadap Wajib Badan di Sektor 

Usaha Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan pajak pada 

sektor UMK, menganalisis penerapan Peraturan PP yang bersangkutan menggunakan 

SCM pada sektor UMK, dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan pajak yang 

relevan dan sesuai dengan karakteristik UMK.  

 
24 UMK Kumparan.com, 16 Maret 2018, diakses 19 
Juni 2021, https://kumparan.com/kumparanbisnis/bekraf-96-1-UMK-belum-berbadan-hukum/full.  

25 Organization for Economic Cooperation and Development Tax Policy Studies, Taxation of SMEs in OECD and 
G20 Countries, (Paris: OECD Publishing, 2015), hlm.90. 
26 Organization for Economic Cooperation and Development, International Standard Cost Model, (Paris: OECD 
Publishing, 2014), hlm.2-10. 
27 
University of Exeter, Discussion Papers in Management, Paper Number 07/18 (2007), hlm.10. 
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I.2. Pertanyaan Penelitian 
Sehubungan dengan topik atas skripsi ini, adapun pertanyaan penelitian yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaturan pajak pada sektor usaha mikro dan kecil berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas 

Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang 

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu? 

2) Bagaimana analisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau 

Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu terhadap 

wajib pajak badan di sektor usaha mikro dan kecil menggunakan pendekatan 

standard cost model? 

 

I.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis 

sebagai berikut: 

1) Untuk mengidentifikasi pengaturan pajak pada sektor UMK berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas 

Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang 

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk menganalisis penerapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menggunakan SCM pada wajib pajak 

UMK berbentuk badan. 

2) Untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau 

Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan 

menggunakan pendekatan SCM terhadap wajib pajak UMK berbentuk badan. 
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I.4. Kegunaan Penelitian 
Apabila tujuan penelitian di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1) Secara teoritis dapat menjadi referensi mengenai kajian hukum perpajakan; dan 

2) Untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau 

Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan 

menggunakan SCM pada wajib pajak UMK berbentuk badan. 

I.5. Kerangka Konseptual 

I.5.1 Konsep Standard Cost Model (SCM) 
Standard Cost Model (SCM) berkembang pertama kali di Belanda pada awal 

2000-an dan banyak digunakan untuk analisis hukum di Uni Eropa dan negara anggota 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). SCM merupakan 

metode untuk mengukur beban administratif yang dikeluarkan oleh pelaku usaha ketika 

mematuhi suatu regulasi dan tidak fokus pada tujuan yang diharapkan dari adanya suatu 

peraturan, melainkan fokus pada kegiatan administratif sesuai dengan regulasi.28 Tujuan 

adanya SCM mengukur beban administratif untuk mematuhi suatu peraturan dalam 

menjalankan bisnis, metode ini dapat digunakan untuk mengukur single law atau alat 

untuk melakukan pengukuran dasar dari semua peraturan perundang-undangan di 

sebuah negara.29 Selain itu, metodologi SCM digunakan untuk kuantifikasi atas kegiatan 

administratif pelaku usaha akibat pelaksanaan suatu regulasi/ketentuan (biaya 

administratif). Perlu dicatat bahwa SCM ini hanya fokus pada biaya yang bersifat 

administrative saja mengingat objek pengukuran SCM ini adalah satu jenis regulasi atau 

keseluruhan regulasi yang mempengaruhi kegiatan bisnis. Inti dari pendekatan SCM 

yakni setelah mengetahui angka yang dibutuhkan untuk mematuhi regulasi yang 

lama/sedang berlaku, setelah itu perlu dilakukan penyederhanaan dari peraturan atau 

 
28 IFC dan World Bank, Here is Your Money: Using the Standard Cost Model to Measure Regulatory Compliance 
Costs in Developing Countries, (Washington DC: The World Bank Group, 2010), hlm. 2-4. 
29 Ibid. 
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sistem baru yang diusulkan kemudian diperkirakan biaya administratif untuk peraturan 

yang baru.  

Adapun dua tipe dalam mengukur SCM yakni ex post (akibat regulasi yang 

diberlakukan) dan ex-ante (mengukur biaya administratif sebelum diberlakukan 

ketentuan atau sistem yang baru. Berikut, rumus dalam penghitungan SCM:30 

 

 

 

Komponen C (Cost Parameters) 

(H x S) + (A+E) 

H : Working time to comply 

S : Salary and overhead cost  

A : Acquisitions  

E : Additional costs  

 

Komponen P (Population) 

(N x F)  

N : Number  

F : Frequency of Information Obligation 

 

Berikut, hal krusial yang perlu diperhatikan sebelum melakukan analisis dengan 

pendekatan SCM adalah sebagai berikut:31 

1) Tentukan Sektor  

Metode SCM bertujuan untuk mengukur beban administrative yang dikeluarkan 

Units that produce and/or 

supply goods and/or services under market conditions with the objective of 

generating profit for the owners

 
30 Ibid. 
31 Ibid  

Administrative Burden : C x P 
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memproduksi dan/atau memasok barang atau jasa dengan tujuan menghasilkan 

keuntungan bagi pemilik bisnis tersebut.  

2) Tentukan Regulasi yang Akan Diukur  

Metode SCM dapat mengukur peraturan yang ada di tingkat pusat ataupun 

tingkat daerah serta tentukan jenis regulasi yang akan diukur, terdapat dua jenis 

regulasi yakni regulasi yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha (pengukurannya 

fokus pada biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban informasi 

berdasarkan peraturan perundang-undangan) dan voluntary regulations yakni 

regulasi yang sifatnya opsional dipenuhi oleh pelaku usaha (pengukurannya 

fokus pada biaya yang dikeluarkan untuk mengajukan skema hibah sesuai 

peraturan) serta tentukan tipe dalam mengukur standard cost model yakni ex post 

(akibat regulasi yang diberlakukan).  

3) Tentukan Ambang Batas Pengukuran 

Sebelum melakukan pengukuran menggunakan metode SCM, penulis harus 

menentukan regulasi yang akan diukur (satu buah regulasi atau seluruh regulasi 

yang berkaitan dengan kewajiban bisnis). Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan satu buah regulasi yakni mengukur biaya administratif pada setiap 

kegiatan administrative atas PP 23/2018 mengenai PPh final untuk UMK.  

4) Menemukan Kewajiban Informasi Kepada Sektor Publik dan Pihak Ketiga 

Metode SCM juga dapat digunakan untuk mengukur kewajiban informasi bisnis 

kepada sektor publik atau kewajiban informasi lainnya kepada pihak ketiga 

contohnya biaya menerbitkan prospektus, biaya memberikan label terhadap 

suatu produk, biaya melaporkan surat pemberitahuan dan surat setoran pajak.  

5) Tentukan Jenis Kepatuhan Terhadap Regulasi (Kepatuhan Penuh / 

Kepatuhan Aktual)  

Pada SCM terdapat asumsi kepatuhan terhadap regulasi yakni kepatuhan penuh 

(full compliance) dan kepatuhan aktual (actual compliance). Kepatuhan penuh 

digunakan apabila tingkat kepatuhan terhadap suatu peraturan tidak dapat 

diidentifikasi dan hanya diketahui jumlah perusahaan/orang pribadi yang 

memenuhi syarat untuk mematuhi regulasi dan diasumsikan bahwa seluruh pihak 
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memenuhi regulasi yang harus dipatuhi. Maka dari itu, asumsi angka yang 

digunakan oleh penulis yakni seluruh wajib pajak yang terdaftar sebagai pelaku 

usaha dalam suatu asosiasi UMK memenuhi ketentuan PP 23/2018.  

6) Temukan Penggantian Biaya Administratif (jika ada) 

Pada beberapa peristiwa, pelaku usaha dapat menerima beberapa bentuk 

penggantian untuk menutupi biaya administratif yang dikeluarkan contohnya 

biaya untuk mengajukan insentif.  

7) Temukan Biaya Tambahan 

Biaya yang dikeluarkan selain biaya pembayaran langsung contoh biaya 

administratif tetap misalnya membayar sewa gedung, peralatan, perlengkapan,  

Maka dari itu, berikut tahapan dalam mengaplikasikan analisis SCM:32 

1) Kewajiban Informasi 

Kewajiban informasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan 

peraturan untuk menyediakan informasi dan data kepada publik dan pihak ketiga 

berupa dokumen atau informasi yang harus diserahkan kepada instansi terkait 

yang dilakukan oleh pelaku usaha misalnya pelaporan kegiatan usaha, pengajuan 

perpanjangan izin usaha, informasi mengenai penghasilan bruto setiap bulannya.  

2) Persyaratan Data 

Syarat dokumen atau informasi yang harus disediakan pelaku usaha untuk 

memenuhi setiap kewajiban informasi misalnya meminta data Akta Pendirian, 

NPWP, EFIN, Bukti Pemotongan Pajak. 

3) Kegiatan Administratif  

Kegiatan administratif yang dilakukan pelaku usaha guna memenuhi persyaratan 

data misalnya mengisi surat pemberitahuan pajak terutang secara rutin, 

melakukan manajemen arsip, dan melaporkan informasi mengenai pendapatan 

yang diperoleh. 

4) Parameter Biaya 

 
32 Organization for Economic Cooperation and Development, International Standard Cost Model, (Paris: OECD 
Publishing, 2014), hlm.2-10. 
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Adapun parameter biaya dalam analisis SCM yakni waktu, harga, dan kuantitas, 

serta biaya atas barang/jasa terkait dengan kegiatan administratif sesuai rumus 

SCM yang telah dipaparkan diatas. Dalam melakukan analisis SCM ini 

menggunakan asumsi angka kepatuhan penuh yakni mengasumsikan seluruh 

pelaku UMK patuh pada peraturan yang ditetapkan.  

I.5.2 Asas-asas dalam Pemungutan Pajak  
Hukum perpajakan digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara, namun 

desain hukum perpajakan kerap tidak menghormati asas-asas dalam melakukan 

pemungutan pajak terutama prinsip keadilan pajak dan kemampuan membayar.33 Asas-

asas dalam melakukan pemungutan pajak ini dikemukakan pertama kali oleh Adam 

Smith pada tahun 1776, Adam Smith berpendapat bahwa pajak harus dipungut dengan 

mengikuti empat prinsip pajak yang berlaku umum yakni keadilan pajak, netralitas, 

kepastian, kenyamanan pembayaran, dan efisiensi.34Lebih lanjut, berikut ini adalah asas-

asas dalam pemungutan pajak: 

a) Prinsip Keadilan Pajak 

Prinsip ini mengemukakan bahwa sistem perpajakan harus menganut prinsip 

keadilan pajak dalam artian sistem pajak diharapkan memberikan keadilan bagi 

wajib pajak secara ekuitas horizontal (pajak dikenakan atas pendapatan yang 

sama dan berdasarkan kemampuan membayar wajib pajak/ability to pay) dan 

ekuitas vertikal (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pajak yang 

dikenakan kepada wajib pajak). Selain itu, apabila transaksi melibatkan 

yurisdiksi yang berbeda, maka setiap yurisdiksi harus menerima bagian alokasi 

hak pemajakan yang adil.35 

  

 
33 Jurnal SSRN 
Tilburg Law School, (November 2020):20. 
34 Ibid. 
35 Roy Rohatgi, Basic International Taxation, (United Kingdom: Richmond Law & Tax Ltd, 2005), hlm.23. 
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b) Prinsip Netralitas  
Berbeda dengan prinsip keadilan pajak yang berbicara mengenai hubungan 

antara wajib pajak satu dengan wajib pajak yang lainnya, prinsip netralitas 

berbicara mengenai hubungan wajib pajak dengan negara. Sistem pajak yang 

netral tidak dapat mempengaruhi kekuatan pasar dan pajak tidak mempengaruhi 

pilihan dalam mengambil keputusan bisnis, beban pajak yang sama harus 

dikenakan kepada penduduk suatu negara dan non penduduk suatu negara.36 

c) Prinsip Kepastian 
Teori Adam Smith mengemukakan bahwa 

bound to pay ought to be  artinya sistem perpajakan 

yang ideal adalah sistem pajak yang dapat diprediksi untuk kepentingan bisnis 

misalnya membuat perencanaan pajak sebelum pajak ditagih/terutang.37 

d) Prinsip Kesederhanaan 

Prinsip kesederhanaan mengemukakan bahwa sistem pelaporan pajak terutang 

harus mudah dipahami, ketika sistem pajak mudah dipahami dan nyaman 

membayarkan pajak oleh wajib pajak, maka kepatuhan pajak akan tinggi. Prinsip 

kesederhanaan mengharapkan sistem perpajakan yang jelas, mudah dipahami 

termasuk penghitungan pajak terutang dan kepastian pajak. Prinsip 

kesederhanaan tidak hanya diterapkan pada peraturan perundang-undangan 

perpajakan, tetapi diterapkan juga pada administrasi pajak, teknologi juga 

dibutuhkan untuk memudahkan penyetoran pajak dan pengelolaan pajak.38 

e) Prinsip Kepercayaan Publik Terhadap Administrasi Pajak 
Prinsip ini mengemukakan bahwa otoritas pajak tidak diperbolehkan untuk 

mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dari wajib pajak. Cermin 

diterapkannya prinsip ini yaitu: 1) otoritas pajak harus memberikan informasi 

kepada wajib pajak jika otoritas pajak ingin mengambil tindakan apapun yang 

berkaitan dengan wajib pajak 2) otoritas pajak harus mengikuti interpretasi 

 
36 Ibid. 
37 

:8. 
38 Kabinga, supra note 1, hlm.10. 
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hukum pada saat wajib pajak mengalami situasi tertentu.39 Selain itu, peraturan 

perundang-undangan di bidang pajak harus diimplementasikan dengan ketat 

dalam semua keadaan, wajib pajak juga memiliki hak untuk meminta interpretasi 

hukum dengan administrasi pajak, apabila administrasi pajak bermasalah, wajib 

pajak berhak melakukan pembetulan.40 

f) Prinsip Kemampuan Membayar 
Prinsip ini mengemukakan bahwa kewajiban perpajakan (tax liability) 

tergantung pada kemampuan membayar/ability to pay wajib pajak, prinsip ini 

digunakan sebagai salah satu dasar untuk mendesain sistem pajak yang memiliki 

keadilan sosial.41 

I.5 Konsep Pajak Penghasilan Final (PPh final) 
Konsep penghasilan dalam konteks pajak yang ideal yakni memuat definisi yang 

komprehensif mengenai karakteristik wajib pajak yang akan mempengaruhi kemampuan 

membayar (ability to pay) dan harus melihat berbagai faktor yang mempengaruhi 

diperolehnya suatu penghasilan, misalnya kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. 

Konsep penghasilan dalam pajak juga berhubungan erat dengan konsep sumber (source 

concept) yang mana konsep sumber ini menekankan pada penerimaan yang 

berkesinambungan dari sumber penghasilan. Kemudian, penghasilan dapat diperoleh 

secara terus menerus apabila terdapat sumber penghasilan dan konsep sumber ini hanya 

mengenai penghasilan yang berasal dari satu sumber saja.42 

Sementara itu, konsep akresi (accretion concept) yang pertama kali dicetuskan 

oleh Schanz mendefinisikan bahwa penghasilan untuk tujuan pajak tidak melihat 

darimana sumbernya berasal dan tidak melihat tujuan pemakaiannya, akan tetapi 

menekankan pada tambahan kemampuan ekonomis (dapat dinilai dengan uang) yang 

 
39 Thuronyi, supra note 1, hlm.27 
40 Thuronyi, supra note 1, hlm.27 
41 Thuronyi, supra note 1, hlm.27 
42 Ibid, 26 Desember 2019, diakses 23 
November 2020, https://news.ddtc.co.Ibid/konsep-penghasilan-dalam-konteks-pajak-18208. 
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dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa yang bentuknya tidak hanya laba/upah, 

lotre, hadiah, warisan, dan capital gain.43 

Terminologi mengenai pajak penghasilan final ini terdapat dalam undang-undang 

pajak penghasilan yakni Pasal 4 (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2c), Pasal 19, Pasal 21, 

Pasal 22, dan Pasal 26. PPh final hanya dikenakan untuk objek pajak tertentu. Tujuan 

adanya PPh final yakni untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak 

yang terutang karena hanya memerlukan satu kali penghitungan (penghasilan bruto 

dikalikan dengan tarif). PPh final ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan 

jenis pajak lainnya yakni tarif yang khusus atas penghasilan yang diperoleh dan biaya 

yang dikeluarkan sehubungan dengan penghasilan tidak dapat menjadi biaya pengurang 

pajak, serta pengenaan PPh final ini tidak dihitung kembali dalam penghitungan pph 

tahunan terutang, cukup dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT).44  

PPh final tidak memiliki definisi yang kaku dan bukan jenis pajak yang baru. 

Implementasi PPh final hanya dikaitkan dengan mekanisme withholding tax ketika 

Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) memiliki penghasilan. Namun demikian, penerapan 

PPh final ini merupakan akibat dari sistem pajak penghasilan yang dipilih oleh negara 

yakni konsep schedular dan dual income tax, dari sisi kebijakan pajak untuk 

meningkatkan kepatuhan pajak yakni berhubungan dengan konsep presumptive tax dan 

mekanisme withholding tax.45       

Pertama, schedular taxation yakni penghasilan diklasifikasikan berdasarkan 

sumber atau jenis penghasilan, lalu klasifikasi atas penghasilan tersebut akan dikenakan 

pajak penghasilan secara terpisah. Implikasinya adalah masing-masing klasifikasi 

penghasilan akan dikenakan pajak tersendiri dengan tarif pajak yang berbeda-beda 

meskipun atas subjek yang sama. Adanya klasifikasi tersebut menyebabkan dipilihnya 

sistem konsep sumber (source concept). Sistem schedular taxation  pun memiliki 

beberapa kelebihan, yakni sistem schedular taxation ini cocok diterapkan di negara yang 

 
43 Darussalam, Septriadi dan Dhora, Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax, 
2020), hlm.10. 
44 
DDTC Working Paper 2220 (4 Mei 2020):10. 
45 Darussalam, Septriadi dan Dhora, Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax, 
2020), hlm.450. 
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belum memiliki administrasi pajak berbasis teknologi, memudahkan otoritas pajak 

dalam memungut pajak dan pengawasan yang lebih mudah sebab masing-masing 

penghasilan telah dikelompokkan dan dianggap dapat mengerek penerimaan negara 

karena adanya perbedaan tarif pajak yang berbeda untuk masing-masing penghasilan.46 

Akan tetapi, sistem schedular taxation juga memiliki kelemahan yakni adanya 

pengelompokkan atas beberapa jenis penghasilan menurut sumber penghasilan 

menimbulkan beban administratif pajak dan banyaknya perbedaan tarif pajak 

berdasarkan sumber penghasilan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam membuat 

perencanaan pajak (abusive tax planning).47 Namun, dalam praktiknya beberapa negara 

menggabungkan sistem pure global dengan sistem schedular yang disebut dengan dual 

income, termasuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang 

menyatakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh baik dari 

Indonesia maupun luar negeri dijumlahkan dan dihitung menggunakan tarif pajak 

progresif. Sementara itu, sistem schedular taxation menyebabkan adanya pajak yang 

dikenakan dengan tarif yang berbeda-beda, contohnya PPh final Pasal 4 ayat (2c) UU 

PPh yang ketika mendapatkan penghasilan langsung dipotong.48  

 Kedua, presumptive tax merupakan metode penghitungan pajak tidak langsung 

(indirect method), yang berdasarkan asumsi di lapangan, diasumsikan dalam 

penghitungannya bahwa penghasilan wajib pajak tidak lebih kecil dibandingkan metode 

tidak langsung yang digunakan. Contoh implementasi presumptive tax ini adalah 

penerapan PPh final.  Presumptive tax ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi 

wajib pajak di sisi administrasi pajak, terutama untuk kelompok wajib pajak tertentu 

yang tergolong hard to tax sector, mengurangi biaya kepatuhan, menggali penerimaan 

pajak, dan perluasan basis pemajakan. Penerapan presumptive tax ini juga harus diikuti 

dengan prosedur pemungutan pajak yang sederhana dimana wajib pajak yang telah 

 
46 Tax Policy Handbook, (Washington DC: IMF, 1999), 
hlm.121. 
47 Ibid. 
48 
DDTC Working Paper 2220 (4 Mei 2020):10. 
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membayarkan pajak dianggap telah menuntaskan kewajiban pajak secara hukum dan 

tidak memerlukan kewajiban akuntansi tambahan.49 Ketiga, withholding tax atau yang 

dikenal dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak, penerapan withholding 

tax di Indonesia dimulai sejak orde baru yang digunakan dalam menghitung pajak 

penghasilan orang pribadi untuk jenis penghasilan bunga, dividen, royalti, dan 

pendapatan lain yang terkait dengan gaji. Withholding tax ini bukan jenis pajak yang 

baru tetapi metode untuk melunasi pajak penghasilan yang terutang dengan cara 

pemotongan penghasilan yang disetor kepada negara dan dicatat dalam pembukuan 

wajib pajak.50 Namun, sistem withholding tax ini membuat biaya administratif wajib 

pajak menjadi tinggi, namun di sisi otoritas pajak cost of collection-nya rendah, 

penerapannya tetap menimbulkan sanksi pajak yang tidak proposional.51 

I.6 Metode Penelitian  

Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut ini. 

I.6.1 Pendekatan dan Sifat Peneltian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melihat fenomena hukum 

dalam masyarakat dengan tipologi metode normatif yuridis dengan cara mengkaji norma 

dalam suatu peraturan perundang-undangan yang kegiatannya terdiri dari 

mengklasifikasi, menghubungkan, dan membandingkan.52 Selain itu, dalam penelitian 

ini juga menggunakan pendekatan displin lain yang mendukung pelaksanaan studi 

dengan menggunakan analisis SCM. 

I.6.2 Sumber Penelitian  
Sumber penelitian ini terdiri dari bahan primer yaitu yang berkaitan dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang pajak yang setidaknya meliputi: 

 
49 Darussalam, Septriadi dan Dhora, Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax, 
2020), hlm.452. 
50 DDTCNews, 02 Juli 2018, diakses 23 
November 2020, https://news.ddtc.co.Ibid/menyoal-perluasan-withholding-tax-atas-penghasilan-usaha-
13008?page_y=729. 
51 Ibid. 
52 VIbid Ibid Businesslaw-binus.ac.Ibid, 
Agustus 2019, diakses 17 Desember 2020, https://business-law.binus.ac.Ibid/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-
dan-penelitian-hukum-yurudis/. 
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 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan; 

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh 

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; 

 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunan dari UU Cipta 

Kerja; dan 

 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak. 

Sementara itu, bahan sekunder yang dikaji diantaranya meliputi tesis, jurnal ilmiah, 

dan buku yang membahas mengenai konsep pajak penghasilan, analisis standard cost 

model, dan pengenaan pajak di sektor usaha mikro dan kecil. 

I.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan primer dan sekunder dengan cara melakukan 

penelusuran online pada berbagai laman web, jurnal, buku-buku, dan asumsi angka/data 

mengenai kepatuhan pajak di sektor UMK. Selain itu, penulis melakukan wawancara 

dengan Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia yang memiliki jumlah anggota 

sekitar 1.500.000 wajib pajak badan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang 

tersebar di seluruh Indonesia dan Wirausaha Muda Denpasar dengan jumlah anggota 

sekitar 200 wajib pajak badan berstatus PKP. Wawancara dilakukan untuk mengetahui 

kegiatan administratif dan nilai nominal yang dikeluarkan oleh pelaku UMK dalam 

mematuhi PP 23/2018.  
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I.7 Sistematika Penulisan  
Adapun sistematika penulisan yakni: 

1) Bab I terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, kegunaan penelitian, 

kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penelitian, serta konsep 

mengenai penghasilan final, konsep mengenai analisis SCM, dan konsep 

mengenai administrasi pajak.  

2) Bab II terdiri dari identifikasi mengenai pengaturan pajak pada sektor usaha 

mikro dan kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.  

3) Bab III mengenai analisis standard cost model terhadap penerapan analisa 

standard cost model terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2018 pada wajib pajak UMK berbentuk badan. 

4) Bab IV mengenai kesimpulan dan rekomendasi sebagai penutup. 

 

 


